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<b>ABSTRAK</b><br>

Suatu negara dalam rangka mel aksanakan pembangunan disegala bidang tidak mungkin tercapai dengan
baik kalau tidak didukung oleh keadaaan yang sehat baik jasmaniah dan rokhaniah dari seluruh rakyatnya
terutama para Apartur negaranya,sehubungan dengan itu maka masal ah kesehatan merupakan hal yang
sangat panting untuk dipelihara oleh semua pihak hal ini tentunyatidak lepas dari tangan pemerintah sendiri
untuk menyediakan para 'Tenaga K esehatan’ mengabdikan dirinya khusus dalam pelayanan kesehatan (
Health Care).

<br><br>

POKOK PERMASALAHAN

Sebagaimana kita ketahui semua bahwa para petugas kesehatan itu dapat bekerja dengan baik apabila
didukung dengan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dan berdasarkan kepada kettentuan perundang-
undangan yang ada, misalnya : Undang2 Pokok Kesehatan, Undang2 Tenaga K esehatan maupun Kode Etik
K edokteran dan Undang2 ke-Farmasian. Di Indonesiaini misalnya,kita harus mengatahui masih banyak
kekurangan yang berhubungan dengan pengaturan yang tegas tentang " HUKUM KEDOKTERAN " dan
UNDANG2 POKOK KEDOKTERAN dan bahkan dapat dikatakan yang keduaini belum ada
pengaturannya di Negara yang kitacintai ini. Makatidak jarang para petugas kesehatan dalam melakukan
tindakan2 kedokteran dalam rangka Health Care terhadap masyarakat mengalami kesalahan2 maupun
kesilapan atau kealpaan yang membawa akibat yang fatal bagi pasien yang ditolongnya. Atas kasus2 tertentu
telah banyak masuk ke Pengadilan untuk diselesaikan bahkan sudah ada yang mendapat hukuman,namun
semua

itu masih dapat kita persoalkan yaitu apakah atas kesalahan petugas kesehatan itu dalam penjatuhan
hukumannya telah sesuai atau sudah memenuhi rasa keadilan bagi kita/bangsa kita yang masih serba
kekurangan dalam pengaturan per-Undang2an. Kita ambil contoh,kasus dari Dokter Setianingrum yang telah
menyuntik pasiennya hingga meninggal dunia,dimana atas kesalahan dokter tersebut dia diadili dan
mendapat hukuman dari Pengadilan Negeri Pati yang dikukuhkan Pengadilan Tinggi Semarang,namun di
Tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim Agung akhirnya kasus tersebut diadili dengan membebaskan dokter
Setia

ningrun dari segala tuduhan. Untuk ini kita pertanyakan apakah dengan bebasnya dokter tersebut telah
memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak,mungkin bagi pihak professi Dokter hal itu merupakan suatu
keadilan namun dipihak korban tinggal rasa duka cita yang su.sah untuk dilupakan,inilah masalahnya.
Mungkin kalau ada sekedar ganti rugi seperti yang diatur dalam KUHPerdata,masal ah tersebut dapat
mengobati rasa duka tadi,tetapi seperti kita ketahui bahwa masalah ganti rugi itu tidak ada pengaturannya
secara tegas tentang akibat kesalahan pengobatan, sehingga inilah merupakan kesulitan bagi kita untuk dapat
memenuhi rasa keadilan tadi.
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<br><br>

METHODE RESEARCH

Daam rangka penulisan Skrlpsi ini maka untuk melangkapinya penulis mengadakan penelitian seperti
penelitian kepustakaan (Library Research) di Perpustakaan FHUI dan selain itu juga mengadakan. penelitian
kelapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,M ahkamah Agung R.I. ditambah mengadakan
konsultasi kepada beberapa Dokter R.S.Fatmawati dan Pejabat2 yang di Kantor Pusat Departemen
Kesehatan R.1. Selain itu juga kepada beberapa pasien/keliiarganya tentang kalau ada kesalahan dari pihak
petugas kesehatan,dalam pengobatan.

<br><br>

Hasil Penelitian :

Pada umuranya bahwa petugas kesehatan itu adalah dapat dipertanggung-jawabkan baik .secara perdata dan
pidana kalau berbuat salah/alpa dalam rangka pengobatan,namun kalau masalah ganti rugi atas kesalahan
tersebut belum ada secara tegas pengaturannya..

<br><br>

Dalam penelitian kasus2 tertentu maka atas hasil wawancara dari pihak kedokteran,maka meraka
menginginkan agar diselesaikan dengan selalu meminta advis dari Biro Hukum Depkes demi memenuhi rasa
keadilan bagi pihak professi kedokteran.

<br><br>

KESIMPULAN & SARAN:

Karena paratenaga kesehatan itu tidak lepas dari kekurangan2/kesalahan,ditambah dengan belum
lengkapnya ketentuan Undang2 maka Pemerintah diharapkan segera memecahkan masal ah tersebut,dengan
membuat rancangan Undang2 Pokok Kedokteran termasuk masalah ganti rugi agar diatur dengan tegas
dalam Undang2.



